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ABSTRAK 
Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia yang berusaha menyesuaikan 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, maka 
Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas telah beberapa 
kali mengalami perubahan.Konsekuensi perubahan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia, serta 
syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan 
Terbatas agar dapat diakui beroperasi di Indonesia. Bagaimanakah status 
harta kekayaan atau asset suatu Perseroan Terbatas , jika anggaran dasarnya 
tidak disesuaikan ?Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis 
normative. Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan 
penelitian seperti yang telah dikemukakan dimuka dan dari hasil analisis 
penelitian dapat di simpulkan bahwa perubahan UUPT memberikan beban 
kepada para pelaku usaha di Indonesia wajib menyesuaikan anggaran dasar 
perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak 
diundangkannya, sehingga dengan berlakunya UUPT, maka syarat-syarat atau 
perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di 
Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap, 
Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah harus 
menyesuaiakan anggaran dasarnya guna menjaga eksistensi Perseroan 
tersebut selaku Badan Hukum yang berhak memiliki tanah, dan perlu adanya 
sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar 
semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya. Dan apabila penerapan 
UUPT tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diharapkan 
pelayanan terhadap para pelaku usaha di Indonesia dalam dunia investasi 
menjadi lebih cepat. 
 
Kata Kunci : Perubahan UUPT, dan eksistensi Perseroan Terbatas. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang yang mengatur tentang 
Perseroan Terbatas yang digunakan di 
Indonesia ini telah mengalami perkembangan 
atau perubahan beberapa kali, yaitu: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(Wetboek van Koophandel-Staatsblad 
1847-23), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, 
yang perubahannya dilakukan dengan 
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1971, 
dan juga berhubungan dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek ) Buku Ketiga tentang 
Perikatan, khususnya mulai Bab Kedelapan 
Tentang Persekutuan, dikatakan: “ 
Persekutuan adalah suatu persetujuan 
dengan mana dua orang atau lebih 
mengikatkan diri untuk memasuk kan 
sesuatu dalam persekutuan dengan maksud 
untuk membagi keuntungan yang terjadi 
karenanya”1 
2. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 
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Maret 1995, dengan mencabut peraturan 
perundangan yang ada di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, dan 
inilah Undang-Undang tentang Perseroan 
Terbatas yang merupakan produk 
Pemerintah Bangsa Indonesia untuk 
pertama kalinya. 
3. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 
16 Agustus 2007, dengan mencabut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 
tersebut. 
Perubahan Undang-Undang tentang 
Perseroan Terbatas ini, tentunya membawa 
dampak kepada para pelaku usaha di 
Indonesia, dimana setiap ada perubahan 
Undang-Undang, para pelaku usaha 
diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran 
dasar perseroan terbatasnya, yang diberi waktu 
1 (satu) tahun terhitung  
sejak diundangkannya perundangan 
tersebut. Demikian juga halnya dengan 
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya 
disebut UUPT), dimana dalam Ketentuan 
Peralihan, Pasal 157 ayat 3, pelaku usaha 
diwajibkan menyesuaikan anggaran dasar 
perusahaannya dengan Undang-Undang 
Tentang Perseroan Terbatas yang baru 
diterbitkan dalam batas waktu tertentu, adapun 
bunyinya sebagai berikut: 
“ Perseroan yang telah memperoleh status 
badan hokum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, dalam waktu 1(satu) 
tahun setelah berlakunya Undang-Undang 
ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya 
dengan Undang-Undang ini” 
Sanksinya yang cukup berat bagi para 
pelaku usaha terdapat pada Pasal 157 ayat 4, 
yang berbunyi: 
“Perseroan yang tidak menyesuaikan 
anggaran dasarnya dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan 
negeri atas permohonan kejaksaaan atau 
pihak yang berkepentingan.” 
Para pelaku usaha yang menjalankan 
perseroan terbatas harus menyesuaikan 
Anggaran Dasarnya dengan UUPT
2
 selambat-
lambatnya 1(satu) tahun sejak berlakunya 
UUPT, atau selambat-lambatnya pada tanggal 
16 Agustus 2008. Bagaimana eksistensi 
perseroan terbatas yang tidak menyesuaikan 
anggaran dasarnya dalam kurun waktu 
tersebut? Apakah perseroan terbatas tersebut 
masih diijinkan untuk menjalankan usahanya?. 
Bagaimana jika Perseroan tersebut 
mempunyai asset/kekayaan yang bersifat 
barang tidak bergerak, misalnya ada 
 sebidang tanah Hak Guna Bangunan 
yang atas nama Perseroan tersebut. Namun 
oleh karena satu dan lain hal, Perseroan 
tersebut, oleh para pelaku usahanya 
(pengurusnya) belum atau tidak disesuaikan 
anggaran dasarnya. 
Perseroan Terbatas merupakan badan 
hukum maka dibutuhkan adanya suatu 
persetujuan atau pengesahan dari instansi yang 
berwenang, di Indonesia dipercayakan kepada 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum, Direktorat Perdata. Karena 
perkembangan teknologi dan tuntutan zaman 
yang semakin hari semakin canggih dan 
menuju ke arah Globalisasi, maka Pemerintah 
merasakan perlunya memberikan pelayanan 
yang cepat dalam bidang usaha demi 
persaingan dalam memperoleh devisa bagi 
negara. 
Pembuatan akta untuk Badan Hukum 
Perseroan Terbatas ini haruslah akta otentik, 
yang dipercayakan kepada Notaris, yaitu 
seorang Pejabat Umum, yang bekerja secara 
profesional. Setelah Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas dibuat maka diteruskan dengan 
Pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia melalui Sisminbakum tersebut 
melalui internet. Pemeriksaan internet selesai 
dilanjutkan dengan pemeriksaan data fisik 
yang disampaikan oleh Notaris pembuat akta 
otentik tersebut. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
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Latar belakang di atas penulis 
merumuskan masalah yang diangkat sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah keberadaan Perseroan 
Terbatas setelah diundangkannya Undang-
Undang No 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas ? 
2. Bagaimanakah penyesuaian harta kekayaan 
Perseroan Terbatas terhadap anggaran dasar 
menurut Undang-Undang No 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas ?  
 
II. PEMBAHASAN 
A. Keberadaan Perseroan Terbatas setelah 
diundangkannya Undang-Undang No 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
Konsekuensi perubahan UUPT yang 
membawa dampak perubahan anggaran dasar 
perseroan, apabila kita lihat perbandingan, 
maka dapat diambil kesimpulan perbedaan 
antara UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dan UUPT 
Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut: 
Pasal 175 ayat(3) Undang-Undang 
Perseroan Terbatas mewajibkan Perseroan 
yang telah memperoleh status badan hukum 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
berlakunya UUPT untuk menyesuaikan 
anggaran dasarnya. Dalam perjalanannya, 
Undang-undang tersebut masih banyak 
kendala berkaitan dengan pemahaman dan 
penerapannya. Para pelaku usaha maupun 
kalangan notaries direpotkan oleh adanya 
penyesuaian anggaran dasar Perseroan 
Terbatas, sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Nomor 40 tersebut. 
Tidak ada pasal UUPT yang 
menentukan batas waktu penyesuaian. Apakah 
Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan 
dianggap bubar atau mati ? Jawabnya tidak, 
Perseroannya jalan terus dan tidak bubar, serta 
masih boleh menyesuaikan anggaran dasarnya. 
Memang dalam Undang-Undang Perseroan 
Terbatas tidak mengatur, apabila waktu 1 
(satu) tahun yang diberikan itu telah berakhir, 
maka perseroan terbatas tidak dapat 
menyesuaikan anggaran dasarnya lagi. 
Perseroan Terbatas yang belum 
disesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT 
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008, 
maka Perseroan Terbatas tersebut tetap eksis 
sebagai Badan Hukum dan tidak bubar dengan 
sendirinya, serta tidak kehilangan status 
sebagai Badan Hukum.  
Pasal 157 ayat (4) UUPT mengatakan 
Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran 
dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan 
berdasarkan putusan pengadilan negeri atas 
permohonan kejaksaan atau pihak yang 
berkepentingan. Secara a contrario, ditafsirkan 
bahwa sepanjang belum dibubarkan 
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, 
Perseroan tetap diakui keberadaannya sebagai 
Badan Hukum.
3
Lebih lanjut bagaimana 
tanggung jawab hukumnya? Banyak yang 
berpendapat bahwa Perseroan yang 
belum/tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, 
tanggung jawab hukumnya ada pada organ 
perseroan secara tanggung renteng. Dalam hal 
ini disamakan dengan Perseroan Terbatas yang 
belum memperoleh status badan hukum, atau 
yang baru berdiri. Sehingga semua pemilik 
saham, pengurus, ataupun pendiri 
bertanggungjawab renteng apabila ada 
tindakan hukum yang dilaksanakan. Namun 
pendapat ini banyak disanggah oleh para 
notaris, dan seperti dikemukan di atas, Pasal 
157 ayat (4) UUPT mengatakan Perseroan 
yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan 
putusan pengadilan negeri atas permohonan 
kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. 
Secara a contrario, ditafsirkan bahwa 
sepanjang belum dibubarkan berdasarkan 
Putusan Pengadilan Negeri, Perseroan tetap 
diakui keberadaannya sebagai Badan Hukum. 
Jika keberadaannya sebagai Badan Hukum 
masih diakui, maka secara muntatis mutadis 
semua tanggung jawab hukum juga sama 
dengan Perseroan Terbatas yang telah 
menyesuaikan anggaran dasarnya, bukan 
tanggung jawab renteng, namun tanggung 
jawabnya adalah terbatas sebesar modal yang 
telah dimasukkan dalam Perseroan.  
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Untuk lebih memperjelas hakikat 
Perseroan, di dalam UUPT ini mengatur tata 
cara: 
1. pengajuan permohonan dan pemberian 
pengesahan status badan hukum; 
2. pengajuan permohonan dan pemberian 
persetujuan anggaran dasar 
3. penyampaian pemberitahuan dan 
penerimaan pemberitahuan perubahan 
anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan 
penerimaan pemberitahuan perubahan data 
lainnya, yang dilakukan melalui jasa 
teknologi informasi tetap dimungkinkan 
menggunakan sistem manual dalam 
keadaan tertentu. 
Permohonan pengesahan badan hukum 
perseroan merupakan wewenang pendiri, baik 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau 
dikuasakan kepada notaris. Namun dalam 
praktek, karena pengajuan pengesahan secara 
elektronik melalui internet ini memerlukan 
User ID, yang diberikan kepada Notaris yang 
terdaftar pada Sisminbakum. Dan para pendiri 
juga tidak mau disibukkan dengan berbagai 
urusan tersebut, maka digunakan jasa notaris. 
Sebelum adanya akses melalui internet, 
pengajuan dilakukan secara manual, dan para 
notaris se Indonesia, harus mendatangi 
Departemen Kehakiman (pada waktu itu) 
untuk mengurus pengesahan Perseroan 
Terbatas, selain memakan waktu yang relatif 
lama, juga biaya untuk transportasi dan 
akomodasi, juga mengganggu jam kerja para 
staf atau karyawan yang ada di departemen. 
Sebelum berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 
2007, setelah akta pendirian mendapat 
persetujuan dari Menteri Kehakiman (pada 
waktu itu) atau Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, direksi perseroan masih mempunyai 
kewajiban untuk melakukan pendaftaran 
perusahaan di tempat kedudukan Perseroan 
Terbatas tersebut. Kewajiban ini sebagaimana 
diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1982 yang 
menegaskan bahwa, setiap perusahaan wajib 
didaftarkan dalam daftar perusahaan. 
B. Harta kekayaan Perseroan Terbatas 
menurut Undang-Undang No 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas  
Perseroan Terbatas sebagai suatu badan 
hukum atau subyek hukum artificial, yang 
diciptakan oleh hukum untuk membentuk 
kegiatan perekonomian, yang dipersamakan 
dengan individu manusia, orang-perorangan, 
dapat memiliki harta benda sebagai kekayaan 
perseroan, baik itu harta bergerak maupun 
harta tidak bergerak. 
Harta bergerak seperti kendaraan, 
mesin-mesin, yang dibeli dengan 
menggunakan nama perseroan. Kendaraan 
baik roda empat maupun roda dua, jika dibeli 
dengan uang perseroan dan diatasnamakan 
perseroan tersebut, maka terbitlah BPKB 
(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau 
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 
dengan nama Perseroan. Demikian juga 
mesin-mesin untuk keperluan produksi dalam 
perseroan, dibeli oleh perseroan sebagai 
kekayaan perseroan maka faktur pembelian 
tersebut memakai nama perseroan. Terhadap 
kekayaan bergerak ini juga dapat dijadikan 
jaminan untuk suatu hutang, dengan nama 
Jaminan Fidusia atau Jaminan Kepercayaan, 
dimana yang dijaminkan hanya Surat Bukti 
Kepemilikan, namun barangnya tetap dapat 
dipakai oleh debitur untuk dioperasikan. 
Harta tidak bergerak, seperti halnya 
tanah.
4
 Perseroan Terbatas dapat memiliki 
tanah sebagai harta kekayaan/asset perseroan, 
namun dibatasi hanya jenis hak tertentu yang 
boleh dimiliki oleh suatu perseroan. Perseroan 
terbatas hanya boleh memiliki Hak Pakai, Hak 
Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Hak Sewa, 
dan lain sebagainya, namun hanya badan 
hukum tertentu yang boleh memiliki Hak 
Milik. Hak milik adalah hak turutn-temurun, 
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
bahwa semua hak atas 
tanah mempunyai fungsi sosial. Hak 
milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain. Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-
Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi: 
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(3) Hanya warganegara Indonesia yang dapat 
mempunyai Hak Milik 
(4) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan 
hukum yang dapat mempunyai hak milik 
dan syarat-syaratnya. 
Pasal 21 ayat (2) tersebut diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 
tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan 
Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas 
Tanah, yaitu terbatas pada badan-badan 
hukum, yang untuk penunaian tugas dan 
usahanya yang tertentu benar-benar 
memerlukan tanah dengan hak milik, yaitu 
Bank-bank Negara, Perkumpulan-
perkumpulan Koperasi Pertanian, badan-badan 
keagamaan dan sosial. Dengan demikian 
Perseroan Terbatas yang termasuk badan 
hukum, tidak diatur untuk memiliki Hak milik. 
Namun Perseroan Terbatas berhak 
memperoleh kepemilikan tanah dengan status 
Hak Guna Bangunan. 
Perlu diperhatikan bahwa selama 
Perseroan belum memperoleh status badan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (4) UUPT, semua pendiri, anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
bertanggung jawab secara tanggung renteng 
atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena 
itu Direksi Perseroan hanya boleh melakukan 
perbuatan hukum atas nama Perseroan yang 
belum memperoleh status badan hukum 
dengan persetujuan semua pendiri, anggota 
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, 
demikian juga Direktur belum boleh bertindak 
untuk dan atasnama perseroan dalam hal 
pembelian suatu asset/harta kekayaan, 
terutama untuk pembelian barang tidak 
bergerak seperti tanah. 
Bagaimana jika suatu Perseroan 
Terbatas yang telah memiliki beberapa bidang 
tanah Hak Guna Bangunan sebagai harta 
kekayaan perseroan tersebut, setelah 
berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, 
tidak atau belum menyesuaikan anggaran 
dasarnya, apakah kepemilikan atas tanah 
tersebut masih diakui atau tetap eksis? Apa 
lagi jika kita hubungkan dengan Pasal 
Peralihan UUPT, yang memberikan sanksi 
yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 157 ayat (4) yaitu dapat dibubarkan 
berdasarkan putusan pengadilan negeri atas 
permohonan kejaksaan atau yang 
berkepentingan. 
Hal diatas jika diilustrasikan sebagai PT. 
X, perseroan ini sebenarnya sudah non aktif 
dan pabriknya sudah tidak berproduksi lagi, 
dalam arti tidak menghasilkan tekstil lagi. 
Namun PT. X ini tetap harus menjaga 
Perseroannya tetap eksis sebagai Badan 
Hukum, karena Perseroan tersebut memiliki 
beberapa bidang tanah sebagai harta 
kekayaan/asset perseroan. Perseroan ini hanya 
boleh memiliki tanah dengan status Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Guna Bangunan ini 
jangka waktu pemberian hak dibatasi antara 
20 (duapuluh) tahun sampai 30 (tigapuluh) 
tahun. Sebelum jangka waktu hak ini berakhir 
maka harus diajukan perpanjangan kepada 
instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor 
Badan Pertanahan. Pada saat perpanjangan 
hak guna bangunan atas tanah-tanah yang 
dimiliki PT.X sebagai harta kekayan/asset 
Perusahaannya yang belum terjual, salah satu 
syarat yang harus dipenuhi adalah adanya 
Akta Notaris yang memuat penyesuaian 
anggaran dasar dari Perseroan tersebut. Hal ini 
dikarenakan pada saat pengajuan 
perpanjangan hak kepada instansi Kantor 
Pertanahan, telah diundangkan UUPT Nomor 
40 Tahun 2007.
5
 Dengan asumsi untuk dapat 
memiliki tanah atau harta tidak bergerak, suatu 
Perseroan Terbatas harus memiliki surat surat 
resmi sebagai badan hukum, sehingga 
eksistensi atau keberadaan Perseroan Terbatas 
tersebut dapat tetap dipertahankan. 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Perubahan Undang-Undang Perseroan 
Terbatas, memberikan beban kepada para 
berlaku usaha di Indonesia karena wajib 
menyesuaikan anggaran dasar perseroannya 
dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung 
sejak diundangkan UUPT. Namun dalam 
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pelaksanaannya masih banyak Perseroan 
yang belum menyesuaikan anggaran 
dasarnya. Penyesuaian anggaran dasar 
Perseroan setelah batas waktu yang 
ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT 
ternyata dapat berjalan lancar tanpa 
hambatan untuk mendapatkan persetujuan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Dengan berlakunya UUPT, maka syarat-
syarat atau perijinan yang diperlukan agar 
suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi 
di Indonesia, semakin dipermudah dan 
menuju ke arah pelayanan satu atap. 
Demikian juga prosedur permohonan 
pengesahan kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia pelayanannya semakin 
cepat, dengan menggunakan media 
elektronik. Namun dalam pelaksanaan 
masih terdapat beberapa hambatan. 
2. Perseroan Terbatas yang mempunyai 
kekayaan/asset berupa tanah(barang tidak 
bergerak) harus tetap selalu mengikuti 
adanya perubahan anggaran dasar 
sehubungan dengan perubahan undang-
undang perseroan terbatas, agar Perseroan 
tersebut tetap diakui keberadaannya 
(eksistensinya), walaupun Perseroan 
tersebut telah berhenti beraktifitas atau 
telah non aktif. Jangan sampai Pasal 157 
ayat(4) tentang permohonan pembatalan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri diajukan 
oleh kejaksaan atau pihak yang 
berkepentingan dilaksanakan. 
B. Saran 
Untuk itu disarankan kepada para 
praktisi hukum dan akademisi, bahwa: 
1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar 
lagi tentang lahirnya atau diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
Tentang Perseroan Terbatas, agar semua 
pelaku usaha atau pengusaha 
mengetahuinya, sehingga dengan demikian 
tidak ada alasan Pengusaha untuk 
mengatakan belum mengetahuinya. 
2. Oleh karena perkembangan politik hukum 
di bidang Perseroan Terbatas sangatlah 
cepat guna menunjang pelayanan yang 
cepat dalam dunia usaha, guna menunjang 
pembangunan perekonomian nasional yang 
diselenggarakan berdasarkan demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. 
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